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BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Presides Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan

Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar

Biaya UmumTahun Anggaran 2023;

Mengingat 1.

2.

3.

4.



5. Peraturan Pemerintala Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 blomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum

Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor C›770);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peratoran Menteri Dalarri Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik D aerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

54 7);

10.Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah D aerah (Berita

Negara Repoblik Indonesia Tahun 2019 Nomor111 4);

11.Peratoran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerali

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor5 Tahun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Barito Timur Nomor8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor9 Tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito

Timur Tahun 2020 Nomor 34);

15. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 35);

16. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 36);

17. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 37);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TIliNTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN

ANGGARAN 2023.

KETENTUANUMUM

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Barito Timur.

s. Aparatur Sipil Negara yang selanjotnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

6. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau

membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintali Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegarig kewenangan penggunaan anggaran

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang

dipimpinriya.

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjotnya disingkat KPA

adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi SKPD.

10.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk

mengambil kepotosan dan/ atau melakokan tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeloaran anggaran belanja

daerah.

11.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatccri yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya.

12.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilari Rakyat

DaerW dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujoi bersama

oleh pemerintah da-rah dan Dewan Perwakilan Rakyat

daerah (DPRD), yang ditetp kan dengan Peraturan Daerah.



14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

15.Dokumen Pelaksanaan Anggarari Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat pendapatari, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran.

16.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan

pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

17.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu

program sesuai dengan bidang tugasnya.

18.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutriya

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala

SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

APBDdanbertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

19.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat TAPD adalah tim yang diberıtuk dengan Keputusan

Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang

mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan kepala daerah dalam rangka perıyusurıan APBD

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencarıa daerah,

PPKD danpejabat lainnya sesuai dengarı kebutuhan.

20.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang

diturıjuk nutuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggongjawabkan uang

pendapatan daerah dalam rarıgka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

2 1. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menataosahakan, dan mempertanggongjawabkan uang

nutuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

APBD padaS KPD.

22.Kelompok Kerja Pemilih adalW sumber daya manusia

yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan

Bararıg dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.

23.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat

fongsional/personel yang bertugas melaksanakan

Pengadaan Langsung, Penunjokan Langsung, dan/atan

e-purcîıaoiııg.

24. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat

fongsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi

hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

25.Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.



26.Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa

yang ditetapkari dengan keputusan Kepala Daerah dengan

mempertimbangkan standar harga satuan regional.

27. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah

pedoman batas harga barang/jasa tertinggi serta estimasi untuk

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

28. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK

adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis

untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan

Standar Satuan Harga sebegai elemen penyusunnya.

29.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah

standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian

kewajiban beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA

SKPD) untuk merencanakan suatu kegiatan.

30. Standar biaya Umum selarijutnya disingkat SBU adalah

Biaya tertinggi dari suatu barang dan/ atau Jasa baik

secara maridiri maupun gabungan yang diperlukan untuk

memperoleh keloaran terteritu.

Standar Biaya umum merupakan harga satuan setiap unit non

barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang

berlaku di suatu daerah.

31. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai

acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, baik berupa Standar

Harga Satuan maupun Standar Biaya Keluaran.

32. Sistem Informasi Pemerintalian Daerah selanjutnya

disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi

pembarigunan daerah, informasi keuangan daerah, dan

informasi Pemerintahan Daerah lainya yang salirig

terJniibung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah.

33.Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan

pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya

terhadap ekonomi nasional, Melalui Program Peningkatan

Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Pemerintah

berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak

menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan

kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam

rantai suplai global, Pelaksanaan program P3DN inisebagai

wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa

Indoriesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam

negeri. Salah satu bentuknya adalah dengan mewajibkan

Instansi Pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil

produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa

yang dibiayai oleh Ariggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

34. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau

imbalan selain gajih dan tunjangan sehubungan dengan

jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.



as.

36.

37.

38.

Sorum Koordinasi Pimpinan diDaerah yang selanjutnya disebut

Forkopimda adalah forum yang digunakan nutuk membahas

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumdidaerah.

Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu

tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan

kegiatan.

Indeks Biaya Masukan adalah satuarı biaya yang merupakan

gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan

biaya komponen masukan kegiatan.

Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran

tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan

kegiatan.

Pasal2

(1) Maksud dari Peraturan Bupati irıi adalah sebagai pedoman

bagi SKPD dalam penyusonan Standar biaya mum di

lingkungan Pemerintah Daerah nutuk pelaksanaan kegiatan.

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah nutuk

meningkatkan kinerja ANN dan Non ASN agar pelaksanaan

kegiatan lebih efeRtifdan efısien dan mencapai sasaran yang

telah ditetapkan.

(3) Dalam perencanaan anggaran, Standar biaya umum

berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan

kerja perangkat daerah;

b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. baban penghitungan pagu indikatif anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar biaya umum

berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

dalam pelaksarıaan anggaran kegiatan; dan

b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasok karena

adanya kenaikan harga pasar.

(5) Kepala Daerah menetapkan Standar biaya umum biaya

honorarium berpedoman pada Standar biaya umum

sebagaim a diatur dalam ayak (1)dengan memperhatikan

prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

(6) Kepala Daerah dapat menetapkan Standar biaya umum selain

sebagaimarıa dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan

prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3



BAB II

S’I’ANDAR BIAYA VMVM

3’AH IN ANGGARAN 2O23

Pasa16

Satuan biaya umum sebagaimana dimaksod dalam Pasal 3

d i kelompo ka n meliputi:

a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;

b. Pengadaan Barang/Jasa;

c. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBd);

d. Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia;

e. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan;

f. Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;

g. Penyuluh Norr Pegawai Negeri Sipil;

h. Rohaniwan;

i. Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi

Informasi/ Pengelola Website;

j. Penyelenggara Ujian;

k. Penulisan Butir Soa1 Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota;

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan;

m. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

n. Tim Review Pengawasan;

o. Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pememerintah Daerah

(LKPD);

p. Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai, dan Penjualan Aset;

q. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP);

r. Tim Pengelola Barang Milik Daerah;

s. Tim Penyaluran Pelaporan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa

(TODD);

t. Uang Lembur.

u. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah {FORKOPIMDA);

v. Tim Sistem Irıformasi Pemerintaharı Daerah (SIPD);

w. Pengelola Bendahara Umum Daerah {BUD);

x. Tim Sistem Irıformasi Keuangan Daerah (SIKD);

y. Non Pegawai Negeri Sipil Lainnya;

z. Tim Pemeriksa/MOnitoring/Evaluasi Inspektorat; dan

aa. Pengelola Sistem Akuntansi lnstansi (SAI).

HONORARIUM STANDAR BIAYA UMUM

Pasal5

Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya horiorarium yang diberikan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan

setiap bulan sesuai Pagu Anggaran yang dikelola, honorarium

tersebut terdiri atas:



Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada

setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu

yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk

setiap Dokomen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan

ketentuari sebagai berikut:

1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna

Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang

mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan

honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang

dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana

yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi

honorarium tersebut dibebankan pada

masing-masing DPA.

1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Untuk membaritu PPTK dalam pelaksanaan

administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD,

KPA dapat menunjok bendahara pengeluaran

pembantu.

1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (PPK SKPD).

Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan

diatur sebagai berikut:

a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK

SKPD sebelom penggabong ; dari

b) besaran honorariom PPK SKPD didasarkan pada

jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

1.4. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD);

1.5. PPK-SKPD Pembantu;

1.6. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;

1.7. Bendahara Pengeluaran Pembaritu atau Bendahara

Penerimaan Pembantu;

Besaran honorarium bendahara pengeluaran

pembantu atau beridahara penerimaan pembantu

diberikan mengacu pada horiorariom PPK SKPD sesuai

dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

1.8. Pengurus Barang;

1.9. Pembantu Pengurus Barang.

Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium

penanggong jawab pengelola keoangan dalam 1 (satu)

tahun anggaran paling banyak l 0% (sepMoh persen) dari

pagu yang dikelola; dan dalam hal bendahara pengeluaran

telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang

bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa honorarium tersebut

terdiri atas:

2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai pagu

anggaran yang dikelola.

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan

barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia

barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.



2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa setiap Paket Pekerjaan sesuai pagu anggaran

yang dikelola, meliputi:

a. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Konstruksi/

Nonkonstruksi); dan

b.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya

(Nonkonstruksi).

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok

kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3. Honorarium Pengguna Anggaran khususnya untuk jasa

Kontruksi setiap Paket pekerjaan sesuai pagu anggaran

yang dikelola, meliputi:

a. Honorarium Pengguna Anggaran pengadaan Barang/

Jasa (Konstruksi);

b. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang

(Non Konstruksi);

c. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non

Koristruksi); dan

d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran

dalam hal:

a.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan

barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perondang-ondangan; atau

b.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa

konsoltasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Dalam ha1 pejabat pengadaan barang/jasa dan

kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa

telah menerima tunjangan pengelola pengadaan

barang/jasa, tidak diberikan honorariom dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

(UKPBJ) diberikan setiap bulan.

Horiorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

(UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara

yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi

tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen

tambahan penghasilan sesuai dengan Retentuan peraturan

perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan

honorarium dimaksud.



4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa

Acara/Panitia terdiri atas:

4. 1. Honorarium Narasumber/Pembahas diberikan Sesuai

tingkat dan dam Pelaksaan kepada

H onorarium narasumber atau pembahas diberikan

kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil

negara, dan pihak lain yang memberikari informasi atau

pengetahuan dalam kegiatan seminar, rap at,

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, morksliop,

sarasehan, simposium, lok ak arya, fOCu8, group

disciission, dari kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk

kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorariom narasomber atau pembahas dapat

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian

honorarium narasumber atau pembahas adalah 60

(enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel

maupun individual.

b. narasumber atau pembahas berasal dari

1)luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

atau masyarakat; atau

2)dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggar

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut

berasal dari satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara, maka diberikan honorariom sebesar

50% (lima puluh persen) dari honorariom

narasumber/pembalias.

4.2. Honorarium Moderator yang diberikan berdasarkan

kegiatan.

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat

daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang

ditunjok oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan

seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan

teknis, morksho, sarasehan, simpo stam, lokakarya,

foc:us group discu:sBron, dan kegiatan sejenis (tidak

termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan

ketentuan:

a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara; atas

b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara sepanjang peserta yang

menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar

satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

dan/atau masyarakat.



4.3. Honorarium Pembawa Acara yang diberikan berdasarkan

kegiatan.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada

aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjtik oleh

pejabat yang berwenang untuk melaksariakan tugas

memandu acara dalam kegiatan sem inar, rapat kerja,

sosialisasi, diseminasi, york:shop, sarasehan,

simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang

mengundang minimal m enteri, kepala daerah/wakil

kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan

dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau

masyarakat.

4.4. Honorarium Panitia diberikan berdasarkan kegiatan.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil

Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang

sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar,

rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,

york:zhop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan

kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi

sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja

perangkat daerah periyelenggara dan/atas

masyarakat.

Dalam halpelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja,

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, york:shop,

sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan

sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari

norr aparatur sipil negara harus dilaknkan secara selektif

dengan mempertimbarigkan urgensi, dengan besaran

honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk

anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih,

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium

maksimal 1OOZo (sepuluh persen) dari jumlah peserta

dengan mempertimbarigkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat

puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan

honorarium paling banyak4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim

Pelaksana Kegiatan.

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja

perangkat daerah, pengaturari batasan jumlah keanggotaan

tim yang dapat diberikan honorariom bagi pejabat eselon I,

pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV,

pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud,

jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honorarium

sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:



No Jabatan
Klasifikasi

I II III

i. Pejabat EselonI dan Eselon II 2 3 3

2. Pejabat Eselon III 3 4 5

Pejabat Eselon IV,pelaksana, dan 5 6 7

pejabat fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah

honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas

adalah sebagai berikut:

a.Klasifikasi I den gan k rite ria pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan

penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau

sama dengan Rp2O.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per

bulan.

b.Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan

penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau

sama dengan Rp6.OOO.000,00 (enam juta rupiah) per bulan

dan kurang dari Rp2O.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

per bulan.

c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi,

Kabopaten,atau kota yang telah memberikari tambahan

penghasilan pada delas jabatan tertinggi kurang dari

Rp6.OOO.OOO,OO (enam juta rupiah) per bulan atau belum

menerima tambahan penghasilan.

5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Yang Ditetapkan

Oleh Kepala Daerah dan Oleh Sekretaris Daerah;

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang

diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk

melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan

Keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan

honorarium adalah sebagai berikot:

a.mempunyai keluaran (ontpiit) jelas dan terokur.

b.bersifat koordinatif untuk timpemerintah daerah:

1)dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di

luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk

timyang ditandatangani oleh kepala daerah; atas

2)antar satuan kerja perangkat daerah untuk timyang

ditandatangarii oleh sekretaris daerah.

c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu

diprioritaskan.

d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan

fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan

fungsi sehari-hari; dan dilakukan secara selektif,

efektif, dan efisien.

'



5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang

Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah;

H onorarium yang diberikan kepada seseorang yang

diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif

untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian

tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat

dibentuk untuk menunjang timpelaksana kegiatan

yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur

sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk timpelaksana

kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana

kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

c. dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk

selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah

daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan

evaloasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan

timdimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas

dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli Dan Beracara

diberikan setiap kegiatan;

6. 1.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi

Ahli.

Honorarium pemberi keterangari ahli atau saksi ahli

diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah,

aparatnr sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas

menghadiri dan memberikan informasi atau

keterarigan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya

yang diperlukan dalam tingkat penyidikari dan/atau

persidamg dipengadilan.

Dalam halinstarisi yang mengundang atau memanggil

pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak

memberikan honorariom dimaksud, instansi pengirim

pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat

memberikan honorariom dimaksud.

0.2. Honorarium Beracara.

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara,

pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang

diberi tugas untuk beracara mewakili instansi

pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang

merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi

dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atas

tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil diberikan

setiap bulan sesuai dengan Tingkat Pendidikan;

Honorarium Penyoluhan atau Pendampingan Honorarium

penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai

pengganti upah kerja kepada non aparator sipil negara yang

diangkat untuk melakukari penyuluhari berdasarkan surat

keputusan pejabat yang berwenang.



Dalam halketentuan mengeriai upah minimom disuatu

wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Perator

Bmpati irii, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu

pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum

provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

a. lulusan Sekolah Lanjutari Tingkat Atas (DLTA) diberikan

sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota

setempat;

b. lulusan DI/ DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling

banyak 11 4% (seratos empat belas persen) dari upah

minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

c. lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124%

(seratus dna puluh empat persen) dari upah minimom

provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

d. lulusan Master (52) diberikan paling banyak 133%

(seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum

provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

e. lulusari Doktor (S3) diberikan paling banyak 150%

(seratos lima puluh persen) dari upah minim.

8. Honorarium Rohaniwan diberikan pada setiap kegiatan;

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang

ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan

dalam pengambilan sumpah jabatan.

9. HonOräriuITl Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/

Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website honorarium

terdiri atas:

9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan setiap

Oter, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan Per

Halaman.

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada

penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat

kepotusan pejabat yang berweriang. Unsur sekretariat

adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis,

dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila

diperlokan, dalam menyusun jurnal nasional atau

internasional dapat diberikan honorariom kepada mitra

bestari (peer reuier) sebesar Rp 1.HOO,OOO,OO (satu juta

lima ratus ribu rupiah) per orang per jamal.

9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah diberikan

setiap Oter, terkhusus untuk Pembuat artikel diberikan

Per Halaman.

Honorarium tim penyusonan buletin atau majalah

dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin

atau maj alah berdasarkan surat keputusan pejabat

yang berwenang.

Majalah adalah terbitari berkala yang isinya berbagai

liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual

yang patut diketahui pem b ae a,

Buletin adalah media eetak berupa selebaran atau

majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis

yang diterbitkan secara periodik yang ditujiikan untuk

lembaga atau kelompok profesi tertentu.



9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola

Website diberikan setiap bulan, terkhusus untuk Pembuat

artikel diberikan Per Halaman.

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau

meb:site dapat diberikan kepada pengelola urebsite atau

media sejenis (tidak termasuk media sosial)

berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website

atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah

daerah.

Dalam ha1 pengelola teknologi informasi atau meb:site

sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan

telah diperhiturigkan dalam komponen tambahan

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

peruridang-undangan, pengelola teknologi iriformasi

atau u›eb:site tidak diberikan honorariom dimaksud.

10.Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar dan

Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian diberikan per naskah

soal Ujian;

b.Pengawas Ujian diberikan Perjam ujian;

c. Pemeriksa Hasil Ujian diberikan Per Siswa per mata pelajaran.

Horiorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan

yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas

ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal

sesuai dengan keweriangan pemerintah daerah.

11.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/

Kabupaten/ Kota diberikan Perbutir materi dan batasan soal.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi,

kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran

kepada penyusun soal yang digonakan pada penilaian

tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik,

seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes

kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan

soal untuk penilaian norr akademik seperti soal tes bakat, tes

minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal

tes kompetensi guru yang norr akademik, soal tes asesmen

pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan

kewenangan pemerintahan daerah.

12.Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan terdiri atas:

12.1. Honorarium Penceramah diberikan sesuai jam

Penceramah.

H onorarium penceramah dapat diberikan kepada

Penceramah yang memberikan wawasan

pengetahuan dan/atau shariny experieiice sesuai

dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan

pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara atau masyarakat;



b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan

berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara

dan/atau masyarakat; atau

c. dalam halpenceramah tersebut berasal dari satuan

kerja perangkat daerah penyelenggara maka

diberikan honorariom sebesar 50% (lima puluh

persen) dari honorariom penceramali.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja

perangkat daerah penyelenggara diberikan sesuai jam

Penceramah.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang

berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak

terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah

penyelenggara.

12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan

kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan sesuai

jam Penceramah.

H onorariom dapat diberikan kepada pengajar

yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat

daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun

pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorariom

diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap

muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12.4. Honorarium Penyusunan Modul Diklat diberikan sesuai

Modul diklat.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan

pelatihan dapat diberikan kepada aparatur

sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk

menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan berdasarkan keputusan kepala

daerah.

Pemberian honorariiim dimaksud berpedoman pada

ketentuan sebagai berikut:

a.bagi widyaiswara, honorariom dimaksud diberikan

atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara

sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang-

undangan; dan

b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan

modul pendidikan dan pelatihan baru atau

penyempornaan modul pendidikari dan pelatihan

lama dengan persentase penyempurnaan sobstansi

modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50%

(lima puluh persen).



12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

diberikan sesuai lama diklat yang dijalani.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan

pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada

panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang

melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan

pelatihan, evaluator, dan fasilitator kurijungan serta

hal lain yang menunjang penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik

dengan ketentuan sebagai berikot:

a.meropakan tugas tambahan atau perangkapan

fungsi bagi yang bersangkutan;

b.dilakokan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensinya;

c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih,

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium

paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah

peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan;

d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang,

jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium

paling banyak4 (empat) orang; dan

e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah

45 (empat puluh lima) menit.

13.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan setiap

bulan yang terdiri dari:

13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah

Daerah.

Honorariom tim anggar pemerintah daerah dapat

diberikan kepada anggota timyang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan

paling banyak7 (tujuh) anggota.

14.Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan setiap kegiatan.

Honorarium Tim Review Pengawasan diberikan kepada

SKPD yang melakukan tugas pengawasan yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati. Jumlah Tim Review Pengawasan

sesuai dengan kebutuhan.

15.Honorarium Tim Penyusunan LKPD diberikan setiap kegiatan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) merupakan

laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat

Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang juga bertindak

sekaligus sebagai konsolidator.

Honorarium Tim Penyusunan LKPD ditetapkan dengan

Keputusan Bupati yang terdiri dari Ketua Tim Pengarah dan

Anggota, Ketua Tim Teknis dan Anggota, serta Sekretariat dan

Anggota.



16. Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/ Penilai, dan

Penjualan Aset diberikan setiap Pekerjaan.

Honorarium Panitia Penghapusan, Penaksir/ Penilai dan

Penjualan diberikan kepada SKPD yang melakukan

pengelolaari aset dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan

yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Jumlah angota Panitia Penghapusan, Penaksir/Penilai dan

Penjualan sesuai dengan kebutuhan.

17.Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) adalah salah satu

pelaku pengaadaan, tugasnya adalah memeriksa administrasi

hasil pekerjaan dari penyedia. Sebagai kegiatan terakhir dari

suatu pengadaan maka PjPHP bertanggung jawab atas

kebenaran barang/jasa yang diterima.

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP)

dapat diberikan kepada Honorarium Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan diberikan setiap Pekerjaan. Honorarium Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/(Konstruksi) diberikan setiap

Pekerjaan sesuai Pagu Anggaran yang dikelola. Honorarium

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/ (Non-Konstruksi)

diberikan setiap Pekerjaan sesuai Pagu Anggaran yang dikelola

yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

18.Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah (BMD).

Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola

Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

melakuRan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah ditetapkan

dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari Pemegang

Kekuasaan, Pengelola, Penanggungjawab Penatausahaan, Ketua

Penatausahaan, Sys Admiriistrator Simda, dan Admin Simda.

19.Honorarium Tim Penyaluran Pelaporan TKDD.

Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari

Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanaja Negara (APBN) kepada Daerah dan desa dalam

rangka mendanai pelaksanaari urusan yang telah diserahkan

kepada Daerah dan desa. TKDD mencakup Dana Alokasi

Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU),

Dana Bagi Hasil {DBH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD), Dana Insentif Daerah {DID) Reguler dan

Tambahan, Dana Desa, serta Irisentif Tenaga Kesehatan.

Honorarium Tim Penyaluran Pelaporan Tranfer ke Daerah dan

Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri

Koordinator dan Admin.

20.Uang Lembur diberikan sesuai jam dan Golongan.

Untuk pekerjaan tidak selesai dikerjakan dalam waktu jam

kerja dapat diberikan uang lembur untuk tiap-tiap jam dan

uang makan.

Uang lembur diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai

Golongan Masing-masing per jam termasuk pajak penghasilan,

untuk Pegawai Tidak Tetap disetarakan dengan Golongan II.



Uang makan lembur diperuntukkan bagi pegawai setelah

bekerja lembur sekurang-kurarıgnya 2 {dua) jam secara

berturut-turut, diberikan maksimal1 (satu) kali per hari diluar

hari libur kerja/hari besar.

Untuk pekerjaan lembur yang dikerjakan pada hart libur/hari

besar, maka uang lembur dapat diberikan sebesar 200% (dua

ratus persen) dari tarif lembur dan uang makan lembur dapat

diberikan maksimal2 kali.

21. Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA) diberikan setiap bulan.

Honorarium Tim Forum Koordirıasi Pimpinan Daerah

diberikarı kepada anggota tim sesuai dengan ketentuan/

peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Daerah.

22.Honorarium Tim Pengelola SIPD.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)adalah suatu

yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta

mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang

disajikan kepada rnasyarakat dan sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

kinerja pemerintah daerah.

Fungsi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam

Daerah adalah sebagai berikut:

a.Penyatuan referensi nasional;

b.Proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah

dilakukan secara sistem elektronik;

c. Evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum

dilakukan melalui sistem elektonik;

d.Data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah;

dan

e. Analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih

mudah.

Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) diberikan kepada pembina,

pengarah, penanggungjawab, ketua, wakil ketua,

koordinator, dan anggota sesuai dengan ketentuan/

peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Daerah.

22.1. Honorarium penyusunan Standar Harga Satuan

dibebankan setiap Kegiatan.

Standar Harga Satuan (SHS) mencakup Standar Biaya

Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan

Pokok Kegiatan (HSPK), Analisis Standar Belanja (ASB).

Horıorarium Tim Penyusun dan Perıgimputan Standar

Harga Satuarı (SHS) diberikan kepada koordinator dan

anggota tim sesuai dengan ketentuan/peraturan yang

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

22.2. H orıorarium Tim Penyusun dan Pengimputan P3DN

dibebankan setiap Kegiatan.

Honorariom Tim Penyusun dan Pengimputan Program

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

diberikan kepada koordinator dan anggota tim sesuai

dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Dae



22.3. Honorarium Penyusunan Anggaran dan Reviewer

Inspektorat dibebankan setiap Kegiatan.

Horiorarium Koordinator dan Anggota penyusun

anggaran tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

dan Reviewer Inspektorat ditetapkan berdasarkan

Keputusan Sekretaris Daerah.

23. Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah (BUD).

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD

adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang

bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum

Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas

nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/

menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-

barang daerah.

a.Honorarium Pengelola Bendahara Umum Daerah diberikan

kepada Pembina, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa

Bendahara Umum Daerah sesuai dengan ketentuan/

peraturan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala

Daerah.

b.Honorarium Pengelola Pembantu Bendahara Umum Daerah

diberikan kepada Koordinator Bendahara Umum Daerah,

Tim Penerbitan Surat Penyediaan Dana, Tim Penerbitan

Surat Perintah Pencairan Dana, serta Tim Pengelola

Sistem Informasi dan Aplikasi Keuangan Daerah yang

ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.

24.Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah

data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya

menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan

sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban

pemerintah daerah.

Honorarium Tim Sistem Informasi Keuangan Daerah

diberikan kepada koordinator dan admin sesuai dengan

ketentuan/peraturan yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Daerah.

25.Honorarium Non PNS Lainnya.

Non Pegawai Negeri Sipil Lainnya terdiri dari Pegawai Harian

Tetap, Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kerja Lepas.

Pegawai haian tetap adalah pegawai yang menerima atau

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur,

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan

pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola

kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang

bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu

tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh

(full time) dalam pekerjaan tersebut.

Pegawai harian lepas/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang

hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang

bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja,

jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian

suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.



Honorarium Norr PNS Lainnya diberikan kepada Honorarium

PHT/PHL (Kategori Umum) diberikan setiap bulan berdasarkan

tingkat Pendidikan, HonorariumPHT/PHL Dinas Pendidikan

diberikan setiap bulan berdasarkan tingkat Pendidikan,

Honorarium PHT/PHL Dinas Kesehatan, Non PNS berdasarkan

Perididikari diberikan setiap bulan, Non PNS berdasarkan

Profesi diberikan setiap bulan, Honorarium PHT/PHL Bidang

Pembangunari dan Lingkurigan Hidup diberikan setiap bulan,

Honorarium Pengamanan KDH/WKDK diberikan setiap bulan,

Honorarium Tenaga Ahli DPRD diberikan setiap bulan,

Honorarium Staf Ahli DPRD diberikan setiap bulan,

Honorarium Juri diberikan setiap kegiatan, dan Honorarium

Non PNS lainnya diberikan setiap bulan mencakup Penghulu

Adat, Maritir Adat, Kaum, Rukun Tetangga, Rukun Warga,

serta Jasa Kebersihan Rumah Ibadah sesuai dengan

keterituan/ peraturan yang ditetapkan berdasarkan

Keputusan Kepala Daerah.

26.Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/ Evaluasi Inspektorat.

Honorarium Tim Pemeriksa/Monitoring/Evaluasi Inspektorat

diberikan kepada Penanggungiawab, wakil, Pengendali Teknis,

serta ketua dan anggota tim yang disesuaikan dengan obrik

berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

27. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI,

adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan

operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang

sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan

keuangan Daerah.

KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal6

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/ atar

kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan

anggaran, dapat dilakukarı perobahan Standar Harga Satuan

sebagaimarıa dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Untuk Standar Harga Satuan yang belum diatur dalam

Peraturan Bupati ini berpedoman Standar Harga Satuan

Regional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

BAB V

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal7

Staridar Biaya Umum diLingkungan Pemerintah Kabupaten

Barito Timur Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sebagai batas

tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD di Lingkungan Perrierintali Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak



BAB VI

PENUTUP

Pasal8

Peraturan Bupati inimulai berlaku sejak2 Januari sampai dengan

31 Desember 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Diundangkan diTamiqng Layang

pada tanggal t 2023

SEKRETARIS DAERAH

Ditetapkan diTamiang Layang

pada tanggal S 0’ 2023

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.V. MEBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023 NOMOR ...



NO

I•AMPIRAN
PERATURANBUPATIBARlTOTIMUR

TENTANGSTANDARBmYAIM4UW

STANDASdSASISTANDARBIAYAUMUM

DILlNGXUNGANPEMERJdTAHKABUPATENBAR1TOTIMUR

TAHUNANGGARAN2023

{1) {2)

1.1. HONORARIU PENA GGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {PPICD)/Pengguna Anggaran

a. Nl1a1 pagu dana a.d. Rp. 100 juta

b. Nllal pagu dana d1atas Rp. IOO juta s.d. Rp. 250 juta

c. Nllal pagu dans d1atas Rp. 250 juta u.et. Rp. 500 juta

d. 2ftlal pag_u dana dlatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 mlltaz

e. Ni1a1 pagu dana d1atas Rp. 1_mHiar e.d. Rp. 2,5 mHlar

F. Nllal pagu dana Alataa Rp. 2,d mtllar s.d. Rp. 5 mlllar

g. NflapagudBnadataaRp5mfliargBRp lomfllar

ö NllapagudxoadiutasRp lOmfliargdRp25mINar

1. NdalpagudAnadlataaRp.2Smfllars.d.Rp.5OmIHar

j. NNapagudxnaRataeRp.5OmflarsdRp75mlHar

k. Nllal pagu dana dlatas Rp. 75 mlllar s.d. Rp. IOO mlllar

1. Nilal pagu dana diataa_ Rp. 100 mlliar s.d. Rp. 250 mtlier

m. Nllal pagu dana ‹tlatas Rp. 250 mlllar s.A. Rp. 500 mlliar

ii. Nilal pagu dAna dlataa Rp. 500 nlllar

o. nllal pagu dana d1atas Rp75O mlliar e.d. Rp 1 trtllun

p. NHa1 pagu dana dlatas Rpl trtllun

11.2. Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan {PPTK)

a. Nl1a1 pagu dana c.d. Rp. 100 juta

b. Nllal pagu dena dlataa Rp. IOO juta s.d. Rp. 25O juta

c. Hllal pagu dena dlat_ae Rp. 250 Juta a.d. Rp. 500 juta

A. Hllel pagu dana dlatas Rp. 500 juta t.d. Rp. 1 mlllar

e. _Nllel pagu dana dlatas Rp. 1 mlllar a.d. Rp. fl,5 mlllar

F. 24llal pagu dena dlutat Rp. 2,d mlliar e.A. Rp. 5 mlllar

g. N11a1 pagu dena dlAtas Rp.5 xnlllar a.d. Rp. 10 millar

h. NHa1 pagu dana dlatas Rp. 10 mlllax a.d. Rp. 15 mMlar

1. Rllal pagu dana_ diat_as Rp. 25 mlliar a.d. Rp. 50 znlllar

j. Hilal pagu dana dlatas Rp. 50 znlliar a.d. Rp. 75 miller

k. 14i1el pagu dana dlatas Rp. 75 mlliar e.d. Rp. 100 mlliar

1. Nllal pagu dena dlatas Rp. 100 mlliar a.6. Rp. 250 intliar

m. Hilal pagu dena dlatas Rp. 250 millar s.d. Rp. OOO i lllaz

n. Nllal pagu dena Alataa Rp. 500 niHlar

o. Ifllal pagu dana dlatas Rp75O träffar s.d. Rp 1 triliun

p. flHa1 pagu dana d1atae Rpl trlllun

Pejabat Penataueahaan Keuangan satuan Kerja Perangket Daerah

{PPH SKPD)

a.N ldaI pagu dana a.d Rp. IOO )uta

b. Nllal pagu dana dlatAs Rp. IOO juta a.d. Rp. R5O ]uta

c. Ntlal pagu dena dlatas Rp. 250 Juta a.d. Rp. 500 )uta

d. Nl1a1 pagu dena dlatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 gnäller

e. 2fllet pagu dena dlatat Rp. 1 nlllar e.d. Rp. 2,5 zntllar

$. 1411aI pagu dana dlAtaa Rp. 2,5 oilltar e.d. Rp. 5 oilllar

g. nllat pagu dana ölatac Rp.5 mlltar s.et. Rp. 10 znlllar

b. 24ldnI pagu dana dlatau Rp. lOi lllar s.d. Rp. 25 mtllar

1. Ritat pagu dena dÅtas Rp. 25 mlliar s.d. Rp. 50 william

j. NllA1 pagu dana dletas Rp. 50 mlllar s.d. Rp._75 mtllar

k. 24ilet pagu dena 6letau Rp. 75 träffar s.6. 2tp. IOO millar

1. Hllal pagu deiia dlataa Rp. IOO t that a.d. Rp. 250 miliar

m. Ntlal pagu dana dlatae Rp. 2SO mlllar s.d. Rp. 500 mtltar

n. Hilat pagu dana dlatas Rp. 500 xnlllar

o. ni1al pagu dana d1ataa Rp75O mlllar s.d. Rp 1 trlliun

p. l4llat pagu dena d1atas Rpl trlliun

Pembantu Pejabat Penatausahaaii Keuangan Batuan Kerja Perangkat

Daerah {Pembantu PPK-SKPD)

a. Nflelpagu danaeud.RplOO]uta

b. Nllal pagu dana dlataa Rp 100 juta s.d. Rp R5O juta

c. Ntlal pagu dana d1atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta

d. i4HvI pagu dena dlatas Rp5OO juta s.d. Rp 1 mtllar

e. Nilal pagu data dlatas Rp 1 mtliar e.d. Rp2,5 inillar

t. l4llnl pagu dena dlataa Rp2,5 mHlar a.d. Hp5 mlllar

g. Nilal pagu dana dlatas Rp 5 nilllar a.d. Rp 10 hittar

h. Ntlal pagu dena Alataa Rp 10 mtliar s.d. Rp 25 mlllar

t. Nilal pagu dena dlatas Rp R5 mlliar s.d. Rp 50 mlliar

j. Nllal pagu dana dlatta Rp 50i lllar a.d. Rp 75 mlllar

k. l4tlal pagu dana Alatas Rp 75 zzilllar s.d. Rp 100 mtllar

1. Rtlal pagu dena dlataa Rp IOO mlltar e.d. Rp 250 mlllar

en. Ntlal pagu dana dlatas Rp z50 millar e.d. Rp 500 mlliar

n. Nllal pagu dena dlatas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 mtllar

o. Nilal pagu dana dJatas Rp 750 mlllar a.d. Rp 1 trlllun

p. Nilal pagu dana d1ataa Rp 1 trlllun

(3)
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1.040.000

1.25O.OOO

1.450.OOO

L.660.000

1.970.OOO

2.2BO.000

2.590.000

3.O10.000

3.420.000

3.840.OOO

4.250.000

4.‘770.OOO

5.290.000

5.810.OOO

6.330.000

7.370.000

1.010.000

1.210.OOO

1.410.000

1.610.000

1.910.000

2.210.000

2.520.000

2.920.000

3.320.000

3.720.000

4.I3O.OOO

g.630.000

5.130.000

5.640.000

6.140.000

7.I40.000

400.000

480.000

570.000

660.000

770.OOO

880.000

99o.OoO

1.250.000

1.520.000

1.T8O.OOO

2.040.000

2.440.000

2.830.000

3.23Ö.000

3.620.000

g.•$3O.000

200.000

350.ooO

450.000

550.000

650.000

750.000

850.000

1.150.000

1.220.000

1.350.000 ”

1.500.000

1.750.000

2.OOO.OOO

2.500.000

2.756.000

3.OOO.000

(5)



NO

1.1.7.

a. Nllal pagu dana a.d. Rp IOO juta

b. 24l1a1 pagu dana dfatas Rp IOO juta s.d. Rp 250 juta

e. NflalpsgudaoedietasRp25o]utam.d.Rp5O0juta

d NdepeguAAoad4xasRp5OOjuamd.Rp1mflaF

e NdapagudsnadatxsRplmflIarcdRp2,5mfIer

f. Nä{paguAAnadIxtxsRp2,5mH4xr*d.Rp5mflor

g Nd{pagudaoaddetesRp5mdaradRp1OmflMr

1.1.6. Beadabara Pengeluaran atau Beadabera Peaertasaan

b. nHaf pagu dana dletas Rp. IOO juta e.d. Rp. 250 juta

c. Rt1u1 pagu dena dletae Rp. 250 juta a.d. Rp. 500 juta

d. HHa1 pagu dana dletae Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miller

e. Hl1a1 pagu dAna dletAs Rp. 1 mlitar a.d. Rp. 2,5 miller

g. Hllal pagu dena dlatas Rp. 5 zntllar a.d. Rp. 10 william

b. l4llat pagu dena dlatas Rp. 10 mllter e.d. Rp. 25 xnlllar

t. Hl1a1 pagu dana diatae Rp. 15 miller e.d. Rp. 50 z fllar

j. 8llal pagu dana dfetas Rp. 50 xnillar a.d. Rp. 75 mlliar

k. fltlal pagu dana dlatas Rp. 75 mlllar e.ö. Rp. IOO mlllar

1. 8l1n1 pagu ‹1 tia 41«tae Rp. 100 m11lr •.d. Rp. 250 mlllar

zn.Hl1n1 pagu dana öletAs Rp. 250 mlllar s.d. Rp. 500 mtllar

o. NflaipegudAnadetAsRp.SOOmIharmd.Rp.75Om)Axr

o. NLIat pegu datza diatae Rp. 750 zaiJlar e.d. Rp. 1 ‘T'rltluzt

p. Nt1al pagu daaa dJata• Rp. 1 triJlua

a NUsIpagudsoaed.Rp. lOOjutm

b. RllAlpagu danadlatazRp. IOO]uta d.Rp. 25ojuta

o NUAipagu dsoa dlots•Rp.25Ojutoa»d.Rp.50Ojuta

B NflaIpagudsnedd#tesRp5OO]utazdRp lmfllur

e NflapxgudmoedeteeRp lmSMrmdRp2,5mulw

6 NflaDpagudAnedMetemRp.2,5md1er*d.Rp.5miNar

g. NUmlpayudsQaddatamRp.5mIñered.Rp. lomflar

R. NfxlpegudeoacHatamRp. lomldormd.Rp.25m{her

1. NUs*pagudsoadIatamRp.25mdIxrmd.Rp.5Oml]Jer

j HAlpagudsnadMtamRp. 5O mdlar od. Rp 75mdlar

k. NUAlpagudmoxdtetxeRp. 75mlña, sd.Rp. l0QmIñar

1. Nflalpagu daoedfetaxRp. lOO mlñarsd.Rp.25omIñar

m. Nflalpayu dsnadlataoRp. 25omflMr ad.Rp.SQO rolñar

Q. NfleIpagudans‹AetxaRp.5OOmiHar

o. NflalpagudAQeMatasRp75OmtñArsdRp. lTdñuo

p NfepagudAoadatasRp. ltrlñuo

a. i4flal Aset s.d. Rp 1 m1llar

b. Ntlal Aaet dlataa Rp 1 mlllar s.d. Rp2,5 mlllar

c. Ht1a1 Aset dl atas Rp2,5 mlllar c.d. Rp5 mtller

d. 24ilal Aset dl atas Rp 5 mlllar s.d. Rp 10 mlllar

e. l4llal naet dlatas Rp 10i lllar a.d. Rp 25 mlllar

I• ffllal Aaet dlatas Rp 25 mlllar a.d. Rp 50 mlllar

g. Ntlal Aset dlatas Rp 50 mlllar

a. Nllet Aset s.d. Rp I intllar

b. Hllel nuet dl_ atas Rp 1 mlltAr s.d. Rp2,5 mlllar

c. Hllal Aset dlatas RpR,S miller a.d. Rp5 mlllar

d. Nilst Aaet dtatac Rp 5 zaiJlsr c.d. Top 10 asülar

e. NiJal Aaet dïataa Rp 10 zaI!tar c.d. Rp 25 zaülar

f. NiJaï Aset dJ ataa Rp 25 zalJlar a.d. Rp 50 zaülar

g. XiJal Aaet dJatAc Rp 50 zaiJlar

1•z. HO«ORARIU» PENGxDAA« BARA«G/JAsA

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Nasa

1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemtlfhan Pengadaan Barang/Jasa

1.2.2.1. HonoraíumKeompok KejaPemUíRaoPeogadaaoBarang/Java

a. Hfla*pagupeogadaaosampaídeogaoRp2OOjute

b. NdeípagupengxdAandüstamRp2OO]utaz.d. Rp5OOju*a

e. NdaípagupeogsdaaodíatamRp5OO]utao.d.Rplmlña,

B NdxlpegupengmdsandíetaeRplmíJlarnd.Rp2,Smflxr

e HflaípayupengudmxoddetaeRp2,5mIñargd.Rp5mlñar

f. NflapagupeogxdAxnddetesRp5mftarsdRplO mfllar

g. NfatpagupeogadaaodíataoRp1OmfMrsd.Rp25 miflor

R. HdaípagupeogadAan dlateoRp25mtNsrod.Rp5OmdImr

*. NUAípagupeogadmso dístaeRp5o inHíarsd.Rp75 rnlHar

# Rdaípxgupengad8ao dlsta0Rp75mflIersd.RpIOO mlNar

k. NUAípagnpeogadAaodíataoRplOOmflflu d.Rp25Omf1sr

1 HUAípagupeogadAxridlatamRp25Omü*armd.Rp5OOmdar

m.NUmSpegupeogad•ao díata•Rp5OO mIñare.d.Rp75O mlHar

o. HdaípagupenyMaaoddataxRpT5OooflleraBRpltdñuo

o. NdapxgupeogedsaodíatasRpltrUuío

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

2023

150.OOO

250.OOO

350.OOO

450.OOO

550.OOO

650.OOO

750.000

420.000

500.OOO

570.000

670.000

770.000

860.000

1.090.OOO

1.320.0O0

1.550.OOO

1.T8O.000

2.L2O.OOO

2.470.000

2.810.000

3.160.000

a.s+o.ooo

260.OOO

3 10.000

370.000

430.000

500.000

570.000

8 10.000

980.000

1.150.000”

1.330.000

1.580.000

2.090.OOO

2.350.OOO

2.860.000

670.OOO

770.OOO

860.000

1.090.000

E.3 0.OOO

1.550.000

500.OOO

570.000

810.0o0

980.OOO

1.150.OOO

1.330.OOO

680.000

680.000

850.000

1.020.000

1.2YO.000

1.520.OOO

1.780.OOO

2.220.000

2.'ISO.000

2.790.OOO

3.13£L000

3.580.000

•t.030.000

4.490.000

4.940.000

5.560.000



NO

1.2.2.3.

1.2.3.

1.2.3. E.

1.2.3.3.

I2I

1.2.2.2. Elonorarluns XelozapoX Xerja PeaslJlbea Peagedaaa Baraag/Jaae

a. NfleipagupeogadeerimampaldeogaoRp2OOjuta

b. NUA*pxgupengadaenBDetamRp20OjutaeB.Rp5OOju*a

e NUetpagupeQgedAeQdIatesRp50Ojutezd.Rpl miñar

d NHalpegupeogadsaodlstaeRplmflxrmd.Rp2,5mIñar

o NUelpxgupengadAaodlataeRpS,5mUdArcd.Rp5mIñar

1. NUs1pegupengadmaodiatamRp5mIharmd.Rp10mf3ar

g NAlpxgupeQgedsaodlatamRpl0mIñarrdRp25mflar

Ir Nflepagupe:ngadmeodtetemRp25mfl{arrBRp50mdler

1. NflaIpayupeogadmend{atamRp50 mIdArmd.Rp75 m}har

j. NflxIpagupeogxdowidlatxmRp75mdIorsd.RplOOmlLar

k. NU*IpxyupooyedseQ dletxcRplOO mUler*d.Rp25Oml]LAr

1. NflaIpagupeogxd#xQ MetxmRp25o mHIArmd.Rp500mdIar

m. Nflx{pagupeogodaeQ dietamRp5OOmHIArmd.Rp75OmIñar

Q. NIdIpxyupeogadaendIatz•Rp75OmflIarmdRpItrfIuQ

o NuxIpagupeoged*xodIatazRpItrfluo

a. NLtal pagu peagedaan §aaa koaeultazzal a.d. Rp5O juta

b. X1Iat pagu pengadaan }aaa konauJtaztat dG ataa Rp5O juta a.d.

Rp 100 juta

c. Hl1a1 pagu pengadaan jasa latnnpa s.d. Rp IOO juta

d. Hllal pagu pengadaan jasa konsultanel/jaaa lainnya dl atae Rp IOO

juta s.d. RpR5O juta

e. nllal pagu pengadnan jaua iconaultanal/jasa lainnya dl ataa RpR5O

juta s.d. Rp5OO juta

f. 8tlel pagu pengadaan jasa bonuultanel/jasa lainnya dl atae Rp50O

juta u.d. Rpl mlllar

g. Nllal pagu pengadaan Jasa honaultansl/jasa lainnya dl atae Rp1

mtller s.d. RpR,5 nHlar

R. Nflalpagnpengad4xojeaekoosuhensjasxLs4ooya d4atesRp2,5

roIHarsdRp5mdlar

t. IfiJat pagu peagadaaa )aae boacuttaztat/}aea IA1aaya dt €taa Rp5

zallJar a.d. Rp 10 zalltar

J. NLIAI pagu peztgadAaa §aaa koztau1taasl/§aea 1Atztaye dJ atAa Rp 10

zaiJlsr •.d. Rp25 zaLIIxr

h. Nllal pagu pengad4An jaaa konuultAnai/jata lainnya dl ataa Rp25

m1l_1ar s.d. Rp50x lllar

1. 24llnl pagu pengadaan jasa honaultanstJjaea lainnya dl atae Rp50

mlltar s.d. Rp75 ogillar

en. i4llal pagu pengadaan jasa kontultansl/jasa lainnya dl gtas Rp75

nlllar •.d. Rp IOO ttl1ar_ _

n. 24tlal pagu pengadaan )a•a hon•u1tana1J)uua lainnya dl atao Rp10O

ml1lur_s.d. Rp25O mlllur

o. Hllnl pagu pengadaan jasa konsu2tanal/jana lainnya dl atas RpR5O

mlller s.d. Rp5OO mtlier

p. Ntlal pagu pengadaan jaaa konsu2tansl/juea lainnya dl atas Rp50O

ml11ar_n.d. Rp75O nlllar

q. Nllal pagu pengadaan jasa konaultanelJjasa lainnya dl ataa Rp750

mlliar u.d. Rpl trlllun

r. Hllal pagu pengadaan jaea iconsultanal/jaaa lainnya dl ataa Rpl

trlllun

a. 2tllal pagu pengadaan dlatas Rp IOO znlllaz s.d. Rp25O mlllar

b. Nllal pagu pengadaan dlataa Rp250 mlllar u.d. Rp5OO nlllar

e. Ntlal pagu pengadaan dlatas Rp5OO mlllnr a.d. Rp75O imlller

d. Hllal pagu pengadaan dlatao Rp75Ox lllar s.d. Rp 1 trtllun

e. Hl1a1 pegu pengadaan dlatac Rpl trlllun

a. Xüat pagu peagadaazs dt atac Rp 100 osülar a.d. Bp25O zaülar

b. Nüaï pagu peagadeao dtAtaa Rp25O zaütar •.d. Rp5OO osftlar

c. Nüat pagu peagadaezt dt ataa Rp5OO zaülar e.d. Rp7SO zaütar

d. Nüat pagu pengadaan dJataa Rp75O zaülar a.d. Rp1 trlllun

e. Xüaï pagu peagadaan dJataa Rp1 trI1ïun

a. RdalpagupeogadsaojaeekoosdtaoaUjemelalooyxdietasRp 10

mulersdRp25mMLar

b. NAIpagupeogadAzo]xsxkoosuItaosjasxIeInnyadIatasRp25

mIHar nd. Rp50 rnldmr

c. i4llal pagu pengadaan jaaa konaultanel/JAea lelnnya dl atas Rp5O

zntlfer s.d. Rp75 m litar

d. 8hal pagu pengadaan Jasa honsultanal/jasa lainnya dl ataa Rp75

miller a.d. Rp l_O0 mlllar

e. Ht1a1 pagu pengadaan jaua konsultanel/jaaa lainnya d1 atau Rp 100

mlllar s.d. Rpz50 mtllar

F. Hllal pagu pengadaan Jasa koneultanct/jasa lelnnya d1 atas Rp250

mlllar o.d. Rp5OO mlllar

g. Nllet pagu pengadaan jaaa konaultansl/jaaa lnlnnya d1 atae Rp5OO

0i_t1tar s.d. Rp75O mlllar

h. Hllal pagu pengadaan jaea konsultanal/jaaa lainnya dl atas

Rp75O. asI1ter e.d. Rp 1 triJlua

(S)
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OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP
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OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP
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OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

y6O.000

760.000

920.OOO

E.I4O.000

1.370.OOO

I.600.OOO

1.910.0OO

2.210.000

2.520.000

2.820.000

3.230.OO0

3.640.000

6.040.000

4.450.000

5.OIO.000

650.OOO

450.OOO

650.000

480.000

600.OOO

720.OOO

9IO.OOO

t.270.OOO

1.510.000

1.750.000

1.990.OOO

2.230.OOO

9.560.000

2.880.000

3.2OO.OOO

3.520.000

3.960.OOO

G.580.000

4.030.000

4.490.OO0

4.940.000

S.560.ODO

3.230.OOO

4.040.000

4.450.000

5.010.000

I.510.OOO

1.750.OOO

1.990.OOO

2.230.000

2.560.ODO

2.880.OOO

3.520.000

3.960.OOO

(5)



NO

E.2.3.7.

URAIAN

(1) l2l

1.2.3.4. H onorarlum Pejabst Pembuat Homltmen {PPH}

e. Rüelpagu daaeed.Rp1OOjuta

b. NdAlpagudeosdletemRplOO]utem.d.Rp250juta

c. NUmlpxyudAoad{atemRp250jutemd.Rp5OOjutx

d. NUAlpagu dAoadIsteeRp5OOjutem.d.RpI ro]Aa,

e NflapagudAQsd{xtemRplmIüorcd.Rp2,Smflar

K NAIpagudAnedIateoRp2,5mu1mredRp5mu1ar

g. NdapegudsoadDetaoRp5mlHaredRp lomlüar

b» NüeIpagudenedIxtemRp1Omfl1Qzzd.Rp25mUIar

1. NflxDpxgudanadlsitaeRp25m!d1arsd.Rp5omlhar

j. NU&IpegudsoadIeteeRp5Omf1azod.Rp75mlüzr

k. MUaIpegudAnadMxta•Rp75ml]1ered.RplCH9miHar

1.2.3.s. Honorarium Pejabet Penerlma Hautl Pekerjaan {PjPHP)

a. Honorarium PeJabat Penertzna Hasll Pekerjaan

Honorartuza Panltfa Peaerlzaa Haal! Peker§aan (PPHP)/(Xonetrukal)

s. NüalpagupeogadseocxmpaldeoganRp2OOjuta

b. 8üa payup*oga4*eo M*tamRp2OOjute .d.Rp 5OO}uta

c. NiJal pagu peagadaaa dtate• RpSOO GutAa.d. Rp 1 zai1tar

d. NLIaI pagu pcagadaaa dtatae Rp 1 ast1tar e.d. Rp2,5 asütar

e. Nllal pagu peagadcaa dJataa Rp2 5 zaI!ter a.d. Bp 5 zaI1iar

F. Nüal pagu pengadaaa dJataa Rp 5 zaütar a.d. Rp 10 zaLttar

g. filllist pagu pengadaan dtataa Rp 10 zaütar s.d. Rp 25 zaülar

b. Ni1al pagu pengadaaa dlataa Rp 25 zaülar a.d. Rp 5O zaülsr

I RUAlpagu pengedaao d]etaeRp 5O mHLer

A. NUalpagupengQdoeosampaldeogeoRp2OOjut*

b. Nda3pagupengedAeorHsitaxRp2OOjutacd.Rp5OQjute

e. NdxlpagupeQgadeao dAeteeRp5OOjutamd.Rp1ooidAi

d HdapagupengadMaodMatesRplmuIarmdRp2,5mfIw

o NAtpagupengadMaodMataoRp2,5muIArzdRp5mulw

K HUA*payupengedãaoddataoRp5mflíarodRp10mdMr

g. Nflslpagupengadseo dAatx•Rp1OmIdarmd.Rp25mdtar

lx NUA{pagupeogedAan d]atamRp25 mllMrs.d.Rp50 mlüar

I Hflaipeyupengadsao d{stesRp5OmIdxr

1.3. iZOxORARIU¥E eERAxGIcA‘¥’ vxz‘z‘ IcE oA pEnGADAAx BA«AxG DAx JABA

1.4. HOi4ORARIUM it RASU BER/PEMB HAs/MODERATOR/ PEMBxWA

ACARA/PAHITIA

1.4. 1. Honocartuin Harauumber/Peinbahas

a. bfentert/Pe§abat Bettngkat

b KepaaDeeraR/PeabxtSetoglsxt

c. Pe]abatmaelooI/yaog‹:IüeetarakAri

d. Pejabat Saelon II/ yang ‹fleetarakun

e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang diaetarakan

1.4.2. Honorarlun Moderator

1.4.3. Honorarlum Pembawa Acara

b. Xetua/WaM ketua

c. Sekzetarte

d. Aaggota

HONORARIUM TIMPRLnKSA24A KEGIATAN DAï4 BEKRETARIAT TIï

PELAK6nflA KEGIATA24

1.5.2. Hozsorarluza 8ekzetartat Tlza PelAïceaaa Xeglataa

1.5.2.I Vaag Dltetapkaa O1eb 8ekzetarta Daerab

a. ïtetua/WaM Xetua

1.6. HOnORARiUM PE»BMRIKETERANGA2i niiLI/SAKSI AHLI DANB ERACARA

1.6.1. ïtooorarluot Pezaberl Xeteraztgazt Ab1l/Gakal Ah1l

BA3‘UAIT

|3)

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OP

OB

OB

OJ

OJ

OK

OI{

OK

OK

OK

OIf

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OX

OX

2053

|4)

1.OOO.OO0

1.100.000

I.250.000

1.400.000

1.650.000

2.IOO.000

2.250.000

2.T5O.000

3.100.000

3.500.000

4.000.000

350.000

•c0O.000

650.OO0

810.000

1.070.000

1.320.000

1.580.000

1.920.000

2.250.000

2.590.000

380.000

550.0O0

720.000

970.000

1.2gO.OOO

1.480.000

1.820.000

2.150.000

2.490.000

700.000

I.7O0.OO0

1.4OO.OOO

\. COO.000

I.O0O.OOO

9OO.000

45O.0O0

400.000

soo.000

soo.000

1.250.000

750.000

750.000

COO.000

650.000

600.000

5OO.OOO

250.0DO

1.800.000

i.soo.ooo

{5)



HO Uggi&m

l*l

1.7.

1.9.

I.lO.

lzj

1.W.3. Barjarie(81)

v7.4. m••=(sz

1.8. HONORARIUSï ROHANIWA24

1.8• l• Honorarium Rolienlwan

HONORAEHIMET#EPRNYU0UNENJURNAL/BULETIN/#KAJA[Ax/PENGELDLA

TEHNOLOGIINPOId 8@IPSNGBLOLAREB8iTR

1.9.L Honor•1umThnPogyu#uoanJurgaI

f. Bekzetarlst

. Pezabuat Artikel

b RedAbiur

€. 6ekzetariat

1.9.3. Noooractuza Tlza Pe•ge1oIs Tekao1ogt 1aforosaal/Peagelola Gehalte

b RedRbte

EtONORAB1U¥E PENYE6BNGGABA IIJjAN

1.10. 1. I4OOOrarÊu¥¥t Peoyele¥tgg8re UjÊea ‘I‘fagkgt peadJdlkea Dagar

c. Ptmertk•s Hasll Ujten

e PemerNmeHasuUjbn

ziOïsOxARnlas PExU Is«ts BI/>iR 8OAc °t‘ixGIcA°t‘ PROVIx8I/

ItABUPA3‘EX/ëLO°t‘A

1.11.2. Honorarium TeIoaRButb Sox1T(ogkAtProv4neI/ Kebupateo/ Xotx

a. Telmahb4sterl6oal

HONORAJUUDAPENYRLRNEGA5UUdVKEGMTANPENDIDHUWFDANPELAT1HAN

1.12.2. Ifooorarluza Penge§er peng beraaa1 darf luar eatuaa kerja perangkat

1.12.3. Honorarium PengaJar yang beraael darl delezn aetuaa kerja

1) Peaaagguag Jewab

2)ïLetua/WeM ketua

3)6ekzetaria

1} Penanggung Jawob

HONORARNRITRIANGGAJUWFPEMRIdNTAHDAERAH

a. Peuxblna

I*l

OB

OB

OB

OB

OK

Oter

Ote*

Oter

Oter

Oter

oter

Per Halaman

og

OB

14OO.OOO

9.600.OO0

400.OOO

180.000

150.000

250.000

180.OO0

150.000

100.000

350.OO0

Per Halnman 100.OOO

OdP

s.ooo

7.5OQ

4S.oo0

300.OOO

OX

OIE

OK

Olt

OK

OX

450.OOO

aoo.ooo

675.oo0

soo.ooo

450.OOO

900.000

OK 600.ODD

OK 600.ODD

OB

OB

3.500.000

3.000.000





{ 1)

1.19.3. Tim Penerbitan EPD drang dltetapkan oleh PPKD selaku BUD

a. PeztgezsdÉtazt dasi verïftkaet Penerbïtan GpD

h. bïozsttorlzsg dazz Pelaporan Penerbitan GPD

o. Azza1tae daa BvaJuaal PenerbÏtÉzz GPD

d. Operator üazs A4mtzs Pexterhttazz GPD

1.19.4 °ï'trn Penerhltazi GP2D yazzg dttetaplcaa oleiz PPItD aelaku BDD ”

e Pezsgurue RICUD ” "”” ”

0. Operator din Admln Penerbltan SP2D

1.19.6 Tim Pengelola s_lstem InFormasl dan ApllkasÎ Heuangari Daerah

b. izoordtzzntor

i.2O. HOxOnnnnAÏTnïSisTz I«PORMAsi K UANGnN DAERAH {sIxD)

1 20 1 Tliigknt Kabupat n yang dttetapkari oleh Ke alaDaerah. .. _ _ p

1.21. HOnOnnniu TI»Pz«GzLOL B o ILIK DAziFAii

1.21.1. Tlrtgkat Kabupaten yangilltetapkan oleh Kepalaljaerah

‘É. PenanggungJawÉb Penatauaahaari BMD

d. ïtctua Penatauaahaan BMD

’

1.22. HONORERNMITMWPRÉYALURANPRLEPORAI¥TKDD

6.DEKNnnhmk,o*U,oBx,BOS;öÉNa*nrLUo

B DanaDe•adenDIDRegme(NonPRp

.23. yOnORARIUM ziOx e'X6"LMRzrYA "

1.23.1. iEono um P¥ïT/PI4E. (Xategort Vmum) "

s. si

1.23.3. Honorarium PHT/PHL Dlnas Kesehatan

1.23.3.1. hon PPTK berdaoar :anPendidlhan

b. D.III

4 6E.TP

‘°° ‘ ’ ' ‘

1.23.4. Honorarium PHT/PHL Bidang Pembaiigu_naii dan Lingkungan Hidup

aHonorarium kon PAS Khusus Persampahan

b. Honorarium uon PnS Petugaa Pertamanaii/KeLerslhan

1.23.5. Honorarl rn Pengarrinan KDH/WHDK

a.Insentlf Pengamanan PAM VIPKDH {BupatiJ

b insentii Pengamanan viPwxoii twakii Bupati;

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

1”
O
O0

.
it

O
O

”750:OOO "

2.500.OOO

2t :O:000

0 l5 slet( 1)Peraturan

3 •1 OO• OOO 20 l9 }Pemberian Honorarium

L5OO.0001**•=.65TsRueB010t•oeeg
- -” - -—— PaubeReoetemPPHo.56Te6uo

20O5t$oteoy6mt$ooloFozm$x(

Keuenyeo Deemh;

1.Bmrd•nsrknoPzmo15l

OB 3 SOO OOO

OB 8 . 100.000 Ho-ozarlumd lberlken socual

OB 2. 500.000 p.„gt,);

OB

OB

OB

OB

OB

T.Perbup No. l7Tohuo2O20;

2.500.000

E.5OO.000

1.500.OOO

1.500.000

B 15OOOOO *•°••P•n*•••r•n••• %*•nC•n

OB L6OO.000y y „ g

OB 1 750 OOO ‘ “ ’" ‘
- . ‘. ‘. kezaezapueo keuaageo deereü

OB 1.200.OOO

OB ” 2 OOO 000 ” ‘ ’" ‘
- ‘ ‘. . keazeatguea keuaogaa deere\s

OB 1.800.000

OB 1.700.000

OB 1.600.000

OB

OB

8.OOO.OOO

6.500.OOO

OB 2.000.000

OB 1.700.OOO

OB "

OB

‘"°



1.23.7. Hooorartuza 3‘enaga Ab1t DPRD

1.23. 10. Honorarium non Pï4S Lalnnya

d RukunTetangga

e RukuoWarga

1.z4. HO«ORA«IU TIMPEMERiK9A/6iOxITOR1«G/EVALUxsI InSPEKTORAT

1.25. HONORARIUM NARA8IIMBBR, 3ïODï2RA‘ï’OB, ATAU PGMBA\ 'AACARA

PROFBS1ONA1.

a. Hoaorarluza Nareauzaber ProFeclonal

h. Hoaorartuza btoderator Pcofealooal

c. Noaorartuza Pezahawa Acara ProFeatonal

126. HONORA5dUMPEnGEsorAsisTEMxxUnTAwslnsTAwsQsEq

1.26.3. Pejabat &aeton T/yaag dteetarakaa

1.26.4. Pejabat Bae1oa II/yaag dleetarakaa

1.26.5. Pe}abet Baeloa GITke hawab/şraag dJsetarekan

1.27. HOE ORARIU FORUM KOORDINASI PIMPINA» DAERAH tFORKOPI DA}
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